SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota
Jakarta yang terus berkembang dibutuhkan penguatan dalam
pengelolaan dan pengembangan usaha pasar yang dikelola dan
menjadi kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Area Pasar dinilai belum dapat secara optimal menjadi dasar
pengaturan bagi Pasar Jaya di dalam mengembangkan pengelolaan
dan pengembangan usaha pasar yang memiliki dinamika dan
tingkat persaingan yang tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah
Pasar Jaya;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);



10.

I1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38 17);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008& tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

Uhdang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan
Usaha-Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/ M-DAG/PER/8/2013
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/ M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:
70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang
Elektronik {Electronic Money);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI /2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran:

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2014 Nomor 104};

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 3);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan
Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 1024);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
JAYA,



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

11.

12,

13.

14.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut
Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang

bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum
daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah,
serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah

Pasar Jaya.

. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
10.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar
Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan
perusahaan.

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan transaksi Perdagangan.

Pengelolaan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya adalah
pengelolaan Unit Usaha Pasar Jaya yang dikelola dan menjadi
kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah.

Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
adalah pengembangan Unit Usaha Perusahaan Umum Daerah
Pasar Jaya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan,

Area Pasar adalah area dalam Pasar yang dikelola dan menjadi
kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai zona
yang diperuntukan bagi berbagai kegiatan yang terintegrasi dengan
usaha pasar baik berupa kegiatan hunian, perdagangan, jasa dan
perkantoran.
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26.

27.

28.

Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana dalam Are:
Pasar yang berfungsi mendukung kegiatan Pasar.

Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung
atau tidak langsung kepada konsumen.

Pusat Distribusi Daerah adalah pusat distribusi yang berfungsi
sebagai penyangga komoditas utama di daerah dan wilayah sekitar
untuk menunjang kelancaran arus barang antar daerah untuk
tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.

Perkulakan adalah aktivitas usaha distribusi dalam bentuk toko
yang menjual macam-macam barang dalam partai besar dan tidak
secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri.

Eceran adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua
aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke
konsumen.

Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan
Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum
yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa
tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh
Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk memperdagangkan
barang/jasa.

Konsumen adalah setiap pelaku pasar orang pemakai barang/jasa
yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun untuk mahkluk hidup lain.

Pelayanan Prima adalah program pelayanan vang memenuhi
standar kualitas suatu pelayanan dalam memenuhi harapan,
kebutuhan dan kepuasan konsumen.

Usaha Mikro, Kecil, Menengahdan Koperasi yang selanjutnya
disingkat UMKM dan Koperasi adalah kegiatan ekonomi yang
berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengahdan Undang-Undang mengenai Koperasi.

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya,
dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan
menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah
dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan
maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan,
dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau

Pelaku Usaha.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan
atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak
ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen atau Pelaku Usaha.

Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam
area pasar yang merupakan alat produksi.

Jenis Jualan adalah kelompok komoditas barang/jasa yang
diperdagangkan di pasar.



